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ABSTRAK

MUHAMMAD  FEBRIE. 530003481. IMPLEMENTAS!] KEBIJAKAN
PENGELOLAAN DANA DESA DAN  TANTANGANNYA BAGI
SUMBERDAYA APARATUR DESA PADA KAMPUNG KENYAM DISTRIK
KENYAM KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA. Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka UPBJJ Jayapura

Pembimbing 1 : DR. Yosephina Ohoiwutun, M.Si

Pembimbing 2 : DR. Djoko Rahardjo, M.Hum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala
kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.
Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata
pemerintahannya sendiri. Dalam APBN setiap tahun telah dialokasikan Dana
Desa kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah
desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,
dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Tujuan
utama fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan
menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana desa serta faktor apa saja
yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Kampung
Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena dengan jenis
penelitian tersebut mampu mengangkat fenomena yang tersembunyi dari suatu
obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan
dokumentasi, informan penelitian yang dipilih adalah orang yang mempunyai
kompetensi dengan masalah yang diteliti. Analisis data penelitian menggunakan
analisis “Interactive” yang dikembangkan Miles and Huberman, terdiri dari
pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa, proses Pengelolaan Alokasi Dana
Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan
Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang
partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi
informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa. Tahapan pelaksanaan
berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi
Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya
transparansi informas: terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah
desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana
Desa yang dilakukan masih kurang. Pada tahapan pertanggungjawaban juga masih
kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disususn
tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyakat
Desa. Faktor sumber daya manusia, informasi dan partisipasi masyarakat
merupakan kendalam dalam pengelolaan dana desa di desa di Kampung Kenyam
Distrik Kenyam Kabupaten Nduga.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Dana Desa.
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ABSTRAK

MUHAMMAD FEBRIE. 530003481, IMPLEMENTATION OF VILLAGE
FUND MANAGEMENT POLICY AND ITS CHALLENGES FOR VILLAGE
APARATURES RESOURCES IN KENYAM VILLAGE, KENYAM DISTRICT,
NDUGA REGENCY, PAPUA PROVINCE. Jayapura UPBJJ Open University
Postgraduate Program

Supervisor 1 : DR. Yosephina Ohoiwutun, M.Si
Supervisor 2 : DR. Djoko Rahardjo, M. Hum

Law Number 6 of 2014 conceming Villages, it is hoped that all the
interests and needs of village communities can be better accommodated.
Providing greater opportunities for villages to manage their own governance. In
the State Budget every year a Village Fund has been allocated to all villages
spread throughout Indonesia. Therefore the village government must be able to
apply the principle of accountability in its governance, where all the end of the
activities of village governance must be accountable to the village community in
accordance with the provisions.

This study uses qualitative research, because with this type of research is
able to raise the hidden phenomenon of an object under study. Data collection is
done by interview and documentation techniques, the selected research informants
are people who have competence with the problem under study. Analysis of
research data using "Interactive" analysis developed by Miles and Huberman,
consists of data collection, data presentation, data reduction and conclusion
drawing.

The results of the study prove that, the Village Fund Allocation
Management process has three stages namely planning, implementation and
accountability. The planning stage, seen from the musrembang held by the Village
Fund Allocation implementation team, was still ineffective, whereas in the
Musrembang activities community participation was still very low, due to the lack
of transparency of information conveyed by the Village apparatus. Stages of
implementation based on the results of research are less effective, where the use
of the Village Fund Allocation budget can be resolved well but due to lack of
transparency of information related to the implementation of planning activities
by the village government to the community, so that the achievement of the
objectives of the management of the Village Fund Allocation 1s still lacking. In
the accountability stage it is also still ineffective, where the preparation of the
accountability report i1s not followed by the absence of evaluation of activities that
should be carried out with the village community. Human resource, information

and community participation factors are constraints in managing village funds in
X village.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund Management.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Kampung Kenyam

Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga adalah sebuah
Kampung Induk yang wilayahnya sudah ada sebelum Kabupaten Nduga didirikan.
Sebelum adanya pemekaran Kabupaten Nduga, wilayah Kampung Kenyam menjadi
wilayah Distrik Kenyam Kabupaten Jayawijaya. Setelah adanya Kabupaten Nduga,
wilayah Kenyam menjadi Ibukota Kabupaten dan dijadikan 9 (Sembilan) Kampung.

Pada awalnya wilayah Kenyam merupakan lahan kosong tak bertuan yang
hanya diperuntukkan untuk berburu oleh suku Nduga yang tinggal di lereng
pegunungan Jayawijaya. Lambat laun para pemburu suku Nduga memilih untuk
menetap di wilayah Kenyam untuk mempermudah perburuan dan adanya pekabaran
Injil oleh misionaris

Kampung kenyam terdapat sebuah Bandar udara perintis yang memiliki
kontribusi sangat besar pada awal Kabupaten Nduga didinkan hingga saat ini.
Bandara udara kenyam menjadi pintu gerbang utama masuk dan keluarnya orang
maupun barang dari kota Kenyam Kabupaten Nduga. Menjadi bagian Taman
Nasional Lorenz membuat Kampung kenyam memiliki hutan alami yang masth

terjaga. Kampung Kenyam mempunyai luas wilayah 25 Km2, sebagai Kampung

induk yang berada di Ibukota Kabupaten.

93
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Tabel 4 1

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jems Kelaminn Tahun 2018

No. | Umur Laki-laki { Perempuan ‘ Jumlah
1 L 00-04 38 a6 84 |
2 05-09 48 74 122
3 | 10-14 48 53 101
4 15-19 76 63 139
5 20-24 53 67 120
6 25-29 46 69 115
7 30-34 78 108 186
8 35-39 82 90 172
9 40-44 139 96 235
10 45-49 30 26 56
11 50-54 59 36 95
12 55-59 20 45 65
13 60 > 15 12 27

JUMLAH 732 785 1.517

Sumber : Kantor Kampung Kenvam, 2019

Dar tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki dan
perempuan hampir- berimbang. Berdasarkan data dan yang diolah diketahui pula
bahwa angka kelahiran untuk periode/tahun 2015-2017 penduduk laki-laki berjumlah
38 jiwa, untuk wanita berjumlah 46 jiwa sehingga pada tahun tersebut ada 84
kelahiran. Mata pencaharian masyarakat Kampung Kenyam juga terdin dari berbagai
macam,_tapi bila.dilihat. dani. komposisinya yang termasuk pckerjaan masyarakat

Kenyam dapat dikatagorikan dan dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.2

Kampung Kenyam Distrik Kenyam Tahun 2018

No. Jenis Pekerjaan " Jumlah Prosentase i
(orang) (%) |
1. | Belum bekerja L 187 12
2. Mengurus Rumah tangga 344 23 |
| 3. | Pelajar/Mahasiswa 1 201 13
4. Pekerja ( PNS, TNUl/Polr, 785 52
Pedagang, Petani, Nelayan/
Perikanan, Tukang bangunan,
dil)y
Jumlah 1.517 100

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 2019

(44166

Sebagai kampung induk, Kampung Kenyam Distrik Kenyam Ibukota

Kabupaten Nduga, wilayahnya ditinggali oleh sebagian besar Aparatur Sipil Negara

(ASN) maupun aparat TNI/Polni yang bertugas di Kabupaten Nduga yang merupakan

warga pendatang setelah berdirinya Kabupaten Nduga pada tahun 2009. Adapun

jumlah penduduk bila dilihat dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai

benkut :
Tabel 4.3
Jumtlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kampung Kenyam Distrik Kenyam Tahun 2018

No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase
] Tidak/belum sekolah 333 22.0%
2 SD/Sederajat 154 10.1%
3. SMP/Sederajat 67 4.5%
4. SMA/Sederajat 298 19.6%
5 Diploma/Sederajat 267 17.6%
6 Sarjana 398 26.2%

Jumlah 1.517 100%

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 2019
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Dari tabel tersebut maka dapat diketahw bahwa sebagian besar penduduk
kampung Kenyam mempunyai tingkat pendidikan sarjana, Karena scbagian besar
ASN Kabupaten Nduga bertempat tinggal dalam wilayah admimistrasi Kampung

Kenyam.

4.1.2. Organisasi Pemerintahan Kampung Kenyam
Visi pemerintahan Kampung Kenyam adalah Kampung Kenyam yang Peduh
akan Tuhan untuk mencapai masyarakat yang aman, tentram dan Sejahtera. Misi
pemerintahan Kampung Kenyam adalah :
1)Peningkatan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Kampung.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, akurat dan
profesional.
2)Meningkatkan Pembangunan Bidang Fisik untuk kenyamanan dan kelayakan
hidup masyarakat. Peningkatan sarana dan prasarana jalan kampung,
lapangan olah raga, balai kampung, irigasi dan sarana ekonomi.
3)Meningkatkan. Pembangunan Bidang Ekonomi Sosial Budaya untuk
mendorong kemandirian hidup Masyarakat Kampung. Mewujudkan
masyarakat yang. bermoral tinggi dengan berjiwa kehidupan keagamaan
yang harmonis; Memberikan atmosfir pendidikan yang dapat meningkatkan
kwalitas sumber daya manusia; Menciptakan ketertiban dan keamanan;

Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Membangunan pemerintah yang sehat,

bersih dan berwibawa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



44166

98

Struktur organisasi dan tata keja pemerintahan Kampung terdiri dari Kepala
Kampung dan Badan Musyawarah Kampung. Susunan organisasi pemerintahan
Kampung Kenyam dan tata keja Pemerintahan Kampung adalah sebagaimana
tampak pada gambar berikut.

Gambar 4.2

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Kenyam

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 2019
Dari struktur organisasi pemerintahan Kampung Kenyam Tersebut maka
penjabaran tugasnya adalah sebagai berikut.
1. Kepala Kampung
Sebagai pimpinan tertinggi organisasi pemerintahan Kampung yang
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemerintahan Kampung dalam bidang

pembangunan, pelayanan dan sebagainya.
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2. Sekretaris Kampung
Mempunyai tugas mengurus administrasi pemerintahan Kampung secara
umum dalam menunjang kelancaran pemerintahan Kampung.
3. Kaur, tediri dari :
- Kaur Pemerintahan bertugas
- Kaur Umum, bertugas membantu sekretaris Kampung didalam
menjalankan tugas administrasi Kampung
- Kaur Pembangunan bertugas
- Kaur Kesra, bertugas membantu sekretaris Kampung didalam
menjalankan tugas administrasi Kampung khususnya bidang keuangan.
Sedangkan struktur organisasi Badan Musyawarah Kampung (BMK) yang
ada di Kampung Kenyam adalah berikut.

Gambar 4.3
Bagan Struktur Organisasi Badan Musyawarah Kampung (BMK)
Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten Nduga

KETUA BMK

SEKRETARISS

>

- ANGGOTA [l ANGGOTA [l ANGGOTA

Sumber : Kantor Kampung Kenyam, 20138
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Sesual hasil keputusan Rapat BMK Kampung Kenyam tahun 2016 uraian
tugas dari pengurus BMK adalah sebagai berikut :

a. Ketua mempunyai tugas secara umum terhadap seluruh kegiatan BPK dan
berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam
pembangunan di kampung bekerjasama dengan pemerintah kampung,.

b. Wakil Ketua, membantu ketua didalam melaksanakan tugas dan bertanggung
jawab atas setiap kegiatan yang diberikan.

c. Anggota, mengusulkan masalah pembangunan di kampung kepada ketua
untuk diteruskan kepada pemerintah kampung baik dalam bidang
pembangunan fisik, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat seperti
ketenaga kerjaan, kepemudaan, olah raga dan lain sebagainya.

d. Tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya, memberikan, menyampaikan dan
kegitatan pembangunan kampung yang dibutuhkan oleh masyarakat,
mengusulkan kegiatan-kegiatan masyarakat, memotivasi masyarakat untuk
berpartisipasi baik dalam bentuk swadaya maupun swakarya atas pelaksanaan

pembangunan kampung.
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Tabel 4.4

Kuahtas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemernntah Kampung Kenyam

Tahun 2018

o - ———

' No Pendidikan 1 Jumlah (Orang) | Prosentase
1 Tidak Sekolah |2 20
g SD ‘ 5 50
3 SMP / sederajat 12 20
4 SMA / sederajat tl 10
5 Diploma / Sarjana ‘ - -
|
|10 ] 100

Sumber : Kampung Kenyam, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh aparatur pemerintah
Kampung yang ada di Kampung Kenyam berjumlah 10 orang, yang mana sebagian
besar dari aparatur pemerintah desa tersebut mempunyai tingkat pendidi\kan paling
banyak tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 5 orang (50%), Tingkat Pendidikan
SMA/sederajat berjumlah 1 orang (10 %), SMP / sederajat berjumlah 2 orang (20%)
dan adapula tidak bersekolah berjumlah 2 orang (20%). Dengan kondisi tersebut
dapat dikatakan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kampung Kenyam sangat

perlu ditingkatkan agar pelayanan Pemerintahan Kampung Kenyam dapat berjalan

sebagaimana mestinya dan lebih profesional
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4.2. Data Fokus Penelitian

4.2.1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Kampung

Sebagail penyelenggara Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung dan
Badan Musyawarah Kampung (BMK) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan kewenangan
untuk mengatur, Pemerintah Kampung dan BMK perlu merumuskan kebijakan
publik, salah satunya adalah implementas: kebijakan alokas) dana desa. Dalam proses
implementasi kebijakan alokasi dana desa tentu terjadi interaksi antara masyarakat
dengan instansi penyelenggara Pemerintah Kampung. Faktor yang menunjang
keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan
masyarakat akan terkait dengan interaksi antar aktor. Berkaitan denéan interaksi aktor
dalam implementasi kebijakan dana desa’kampung. Perencanaan merupakan bagian
dari proses pengelolahan. Selain itu, pengelolahan dapat diartikan sebagai suatu usaha
atau rangkaian usaha yang terencana yang dilakukan agar tujuan yang ditetapkan
dapat tercapal atau suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Proses perencanaan
pengelolaan dana desa’kampung tentunya didasarkan pada kebijakan yang sudah
ditetapkan bersama oleh Pemerintah Kampung.

Kepala kampung merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemenintah
Kampung berdasarkan kebijakan yang teiah ditetapkan bersama Badan Musyawarah
Kampung (BMK). Jadi, Kepala kampung sebagai kepala pemernintahan bertanggung
jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala kampung yang

memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh
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masyarakat kampung. Kepala Kampung harus memiliki  kemampuan, bakat,
kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan,
koordinasi, tungsi. peran dan tanggung jawab.

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Kenyam
Distrik Kenyam, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawah
dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model
partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana Alokasi [Dana Desa yang
dimaksud dalam perencanaan tersebut terdin dan Kepala Kampung selaku
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku
Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara kampung selaku Kepala Urusan
Keuangan (KUK) di kampung. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan
melalui musrembang kampung dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai
dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kampung.

Musrembang kampung tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar
turut serta berpartisipasi dalam menyusun kebijékan pengelolahan dana desa yang
disesuikan dengan kebutuhan kampung serta menentukan rencana kegiatan
pembangunan di kampung, hal ini dilakukan supaya kebijakan yang di tetapkan tidak
menimbulkan masalah baru. Kebijakan tersebut berhubungan dengan rencana
kegiatan yang (crtuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di
hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat seterpat.

Berikut ini pihak-pihak terkait yang ikut dalam merumuskan kebijakan dan

perencanaan pembangunan Kampung ;
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Tabel 4.5
Pihak Yang Dilibatkan Dalam

Perencanaan pengelolahan dana desa Kampung Tahun 2016

' No__ | Pihak yang dilibatkan Jumlah }
N Badan Musyawarah Kampung 6 orang t
) Kepala Suku 1 orang |

3 Tokoh Agama 2 orang

4 Tokoh Pemuda 2 orang

5 Tokoh Perempuan 1 orang

Total 12 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam pembuatan kebiakan
pengelolahan dana desa serta perencanaan pembangunan Pemerintah Kampung
Kenyam telah melakukan upaya untuk melibatkan berbagai pihak, antara lain ; Badan
Musyawaratan Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh
Perempuan di Kampung. Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut berjumlah 12 orang
sehingga dinilai telah mewakili masyarakat kampung untuk menyusun rencana
pembangunan. Terkait dengan hal tersbeut menurut keterangan dari Kepala Kampung
Kenyam, ketika peneliti wawancarai menyebutkan sebagai berikut.

“kita libatkan semua pihak yang ada dikampung ini berjumlah 12 orang, antara lain
: Badan Musyawaratan Kampung, Kepala Suku dan tokoh-tokoh di kampung. kita
libatkan agar mendapatkan hasil yang baik dan dalam rangka meningkatkan hasil
pembangunan dun juga menyusun skala prioritas pembangunan di kampung kenyam,
seria kebijakan pengelolahan dana desa yang sudah disesuixan berdasarkan

kebutuhan, supaya tidak menimbulkan msulah baru dikemudian hari” ( Wawancara
8 Januari 2019).
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Kemudian untuk  memperkuat informasi ini maka Sekretaris kampung

Kenyem menyebutkan -

“Untuk  proses  pembuutan  kebyakan  pengeloluan  dana  desa  dimuldai dari
perencanaan dan yang kia undang sebanyak 12 orang sebagai pihak vang mewakili
masyarakat kampung dan semuanya hadir yaitu ; Badan Musyawaratan Kampung,
Kepala Suku dan tokoh-tokoh di kampung.. Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut
berjumlah 12 orang schingga dinilai telah mewakili masyarakar kampung uniuk
menyusun rencanu pembangunan kampung” ( Wawancara 9 Januari 2019).

Tabel 4.6
Pihak Yang Dilibatkan Dalam

Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun 2017

No Pihak yang dilibatkan Jumlah l
1 Badan Musyawarah Kampung 6 orang

2 Kepala Suku ) 1 orang

3 Tokoh Agama 2 orang

4 Tokoh Pemuda 2 orang

5 Tokoh Perempuan 1 orang

Total ' 12 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 juga dalam perencanaan
pengelolaan dana desa Pemerintah Kampung Kenyam juga telah melakukan upaya
untuk melibatkan berbagai pihak seperti tahun sebelumnya yaitu ; Badan
Musyawaratan Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh
Perempuan di Kampung. Pihak-pihak yang dilibatkan tersebut berjumlah 12 orang
sehingga dinilai telah mewakili masyarakat kampung untuk menyusun rencana
pengelolahan dana desa. Terkait dengan hal tersebut menurut keterangan dan kepala

kampung Kenyam, ketika peneliti wawancarai menyebutkan sebagai berikut.
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“Seperti tahun sebelumnyva ditahun 2017 kita tetap libatkan pihak-pihak  vang
mewakili warga kampung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang batk dan
dalam rangka menigkatkan hasil pembangunan di kampung kenyam kita melibatkan
semua prhak yang ada dikampung ini berjulmah 12 orang, antara lain ; Badan
Musyawaratan Kampung, Kepala Suku dan tokoh-tokoh dr kampung. Kita melibatkan
unsur yang ada dikampung i dengan harapan dapar menyusun skala priorias
pengelolahan dana desa dan membahas penggunaan dana uniuk keperluan tersebut
secara optimal, supaya pembangunan desa di tahun bertkumya bias maksimal”’(
Wawancara 10 Januari 2019).

Tabel 4.7
Pihak Yang Dilibatkan Dalam

Perencanaan Pengelolahan Dana Desa Kampung Tahun 2018

No Pihak yang dilibatkan Jumlah
1 Badan Musyawarah Kampung 6 orang
2 Kepala Suku 1 orang
3 Tokch Agama 2 orang
4 Tokoh Pemuda 4 orang
5 Tokoh Perempuan 2 orang
Total 15 Orang

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, untuk tahun 2018 ada perubahan yang mana terlihat
bahwa dalam perencanaan pengeleloahan dana desa, Pemerintah kampung Kenyam
melibatkan 15 orang dan berbagai pthak, yaitu ; Badan Musyawaratan Kampung,
Kepala Suku, Tokoh Agama, Tokch Pemuda dan Tokoh Perempuan di Kampung.
Pihak-pihak. yang dilibatkan tersebut berjumlah 15 orang sehingga dinilai telah
mewakili masyarakat kampung untuk menyusun rencana pengelolahan. Terkait

dengan hal tersbeut menurut keterangan dari kepala kampung Kenyam, ketika peneliti

wawancarai menyebutkan sebagai berikut.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



144166

“lahun 2016 dan 2017 belum mendapatkan hasil yung diharapkan karena it di
talnm 2018 kita menambuh orang menjadi 15 orang. Hal ini sebagai upaya untuk
mendapatkan hasil yang baik dan dalam rangka menmgkatkan hasil pengelolahan
dana desa di kampung kenyam kita melibatkan semua pihak yang ada dikampung ini.
Kua melibatkan unsur yang ada dikampung ini dengan  harapan  dapar dan
membahas penggunaan dana untuk keperluan tersebur secara optimal. Untuk dapar
memaksimalkan dana  desa, sangar  diperlukan  pengelolahan  yang  baik  pula,
pengelolahan yang baik didasarkan pada perencanaan yang batk pula dan pada
akhirnya muara pengelolahan tersebut kepadu aspek pembangunan yang maksimal ™

( Wawancara 11 Januari 2019).

Informasi yang disampaikan kepala kampung ini membuktikan bahwa untuk
perencanaan pengelolaan dana desa telah melibatkan beberapa elemen kampung yang
dipandang sebagai perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat, hal ini agar proses
pengelohan dana desa dapat berjalain dengan baik, setiap anggaran akan disesuaikan
dengan priornitas kebutuhan di masing-masing bagian, sehingga pada akhirnya
pembangunan sebuah desa dapat berjalan dengan baik. Partisipasi dalam perencanaan
pengelolahan dana desa dapat diuraiakan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

Tabel 4.8

Partisipasi Pihak Yang Dilibatkan
Dalam Perencanaan Pengelolaha Kampung Tahun 2016

Aspek Partisipasi Jumlah Persen
Peserta Partisipasi | (%)

Menyusun Musrembang Hadir berpendapat | 4 33,3
Diam saja 8 66,6
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 12 100

embahasan Musrembang Hadir berpendapat | 5 41,6

Diam saja 7 58,3
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 12 100

Sumber : Data diolah tahun 2019
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Berdasarkan tabel diatas, terhihat bahwa dalam perencanaan pengelolahan

dana desa kampung melibatkan berbagai pithak yang mana dan jumlah vang

dilibatkan berjumlah 12 orang. Dari tabel yang disajikan ini dapat diketahui bahwa

tingkat partisipast sudah cukup rendah yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan

berpendapat hanya 33,3% untuk kegiatan musrenbang dan hanya 41,6% dari yang

hadir berpendapat untuk pembahasan.

Tabel 4.9

Partisipasi Pihak Yang Dilibatkan

Dalam Perencanaan Pengelolahan Kampung Tahun 2017

Aspek Partisipasi Jumlah Persen

Peserta Partisipasi | ( %)
‘Menyusun Musrembang Hadir berpendapat | 6 50

Diam saja 6 50

Tidak hadir - -

Jumlah Peserta 12 100
Pembahasan Musrembang Hadir berpendapat | 8 66,6

Diam saja 4 333

Tidak hadir - -

Jumlah Peserta 12 100 }

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengeloiahan

kampung melibatkan berbagai pihak yang mana dan jumlah yang dilibatkan

berjumlah 12 orang. Dari tabel yang disajikan ini dapat diketahui bahwa tingkat

partisipasi sudah lebih baik dan tahun sebelumnya, yaitu ditunjukkan dan kondisi

yang hadir dan berpendapat sebesar 50% untuk kegiatan musrenbang dan 66,6% dan

yang hadir berpendapat untuk pembahasan.
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Kemudian untuk tahun 2018 jumlah vang dihibatkan ditambah menjadi 15
orang, dan vang hadir tersebut dapat dilihat partisipasinya dalam Kegiatan
perencanaan sebagaimana disajikan pada tabel benkut.

Tabel 4.10
Partisipasi Pithak Yang Dilibatkan

Dalam Perencanaan Pengelolahan Kampung Tahun 2018

Aspek Partisipasi Jumlah Persen
Peserta Partisipasi | (%)

Menyusun Musrembang Hadir berpendapat | 10 66.6 {

Diam saja 5 333 ‘

Tidak hadir - -

Jumlah Peserta 15 100
Pembahasan Musrembang Hadir berpendapat | 12 80

) Diam saja 3 20
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 15 100

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengelolahan
kampung melibatkan berbagai pihak yang mana dan jumlah yang dilibatkan
bertambah berjumlah 15 orang. Dari tabel yang disajikan ini dapat diketahui bahwa
tingkat partisipasi sudah cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan
berpendapat mencapai 66,6% untuk kegiatan musrenbang dan 80% dari yang hadir
berpendapat dalam pembahasan. Kepala Kampung Kenyam menyebutkan :

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, dapat saya katakan bahwa partisipasi
lembaga kampung dan masyarakat sudah cukup. Dari 15 orang yang kita undang
sebagai pihak yang mewakili masyarakat  kampung  semuanya Ladir. Tingkat
partisipasi sudah cukup tinggi, yuang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan

berpendapat sudah lebih dari separuhnya, harapan kami dengan adanya peningkatan
ini maka proses pengelolahan dana desa dapat maksimal, dan tidak lagi terjadi
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nanpang tindih dalam program pembangunan desa” ( Wawancara 22
2019).

Januari

Hasil wawancara vang disajikan memberikan informast bahwa proses
musrembang yang dilakukan didukung partisipasi lembaga kampung dan masyarakat
sudah cukup baik. Dari 15 orang yang diundang sebagai pthak yang mewakili
masyarakat kampung semuanya hadir, tingkat partisipasi sudah cukup tinggi, vang
ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan berpendapat mencapai 66,6% untuk kegiatan
musrenbang dan 80% yang hadir dan berpendapat untuk kegiatan pembahasan
rencana pengelolahan dana desa kampung. Kemudian Sekretaris kampung Kenyem

menyebutkan :

“Untuk perencanaan pengelolahan dana desa yang kita undang sebanyak 15 orang
sebagai pihak yang mewakili masyarakat kampung dan semuanya hadir. Tingkat
partisipasinya sudah cukup tinggi, hampir semua orang berpendapat tentang
pengelolahan dana desa kampung kenyam yang diungkapkan berdasarkan kebutuhan
yang ada di desa kenyam, sehingga pengelolahan dana desa ini dapat berjalan
dengan baik” ( Wawancara 23 Januari 2019).

Berdasarkan informasi yang disajikan dari hasil wawancara yang disajikan
memberikan informasi bahwa proses musrembang yang dilakukan didukung
partisipasi lembaga kampung dan masyarakat sudah cukup baik. Dari 15 orang yang
diundang sebagai pihak yang mewakili masyarakat kampung semuanya hadir, tingkat
partisipasi sudah cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kondisi yang hadir dan

berpendapat mencapai 66,6% untuk kegiatan musrenbang dan 80% yang hadir dan

berpendapat untuk kegiatan pembahasan rencana pengelolahan dana desa kampung
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terdirt dari ; Badan Musyawaratan Kampung, Kepala Suku, Tokoh Agama

Pemuda dan Tokoh Perempuan di Kampung.

Tabel 4.11

Hasil Musyawarah

Perencanaan Pengelolahan Dana Desa Kampung Tahun 2018

11244166

, Tokoh

Aspek Partisipasi Jumlah Persen
Peserta Partisipasi | ( %)
Perbaikan jalan kampung Yang setuju 12 80
Diam saja 3 20
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 15 100
Pembangunan Rumah Layak
Huni Yang setuju 13 86,6
Diam saja 2 13,3
Tidak hadir - -
Jumlah Peserta 15 100
Pembangunan  Penangkap
AirHujan Yang setuju 12 80
Diam saja 3 20
Tidak hadir - -
i Jumlah Peserta 15 100

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk hasil muswarah

pengelolahan dana desa kampung dalam pembangunan fisik desa secara umum yaitu

80% menyetujui untuk melakukan perbaikan jalan kampung, 86,6% menvetujui

untuk pembangunan-rumah layak huni yang ada dikampung dan 80% meneyetujui

untuk pembangunan penangkap air hujan. Pihak yang dilibatkan berjumlah 15 orang

dan semuanya hadir dalam musyawarah kampung. Hal ini dipertegas oleh penuturan

yang disampaikan oleh kepala kampung Kenyam yang mengatakan sebagai berikut :
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“Perencanaan  pengelolahan dana desa untuk  pembangunan fistk di kampung
kenyam tahun 2018 yang berhasil disuusn cdalah perbatkan jalan kampung dan
pembangunan rumah layak huni serta pembangunan penagkap aiv hujan yang adu
dikampung. Kesepakatan ini didapatkan setelah dilukukan pengkajian aspek utama
vang  harus diperhatikan untuk  kegiatan pembangunan kampung  dan langsung
membawa dampak bagi masyarakat. Oleh karena karena wu sebagian besar vang
hadir menvepakati untuk perbatkan jalan dan pembangunan rumah layak huni di
kampung kenvam, ( Wawancara 29 Januari 2019).

Sesuai informasi yang didapat, diketahur bahwa dalam perencanaan
pembangunan di kampung kenyam tahun 2018 yang berhasil disusun adalah
perbaikan jalan kampung dan pembangunan rumah layak huni serta pembangunan
penagkap air hujan yang ada dikampung. Kesepakatan dalam pembangunan ini
didapatkan setelah dilakukan pengkajian aspek utama dalam pengelolahan dana desa
yang harus diperhatikan untuk kegiatan pembangunan kampung dan langsung
membawa dampak- bagi masyarakat. Guna menggali informasi lebih lanjut Badan
Musyawarah Kampung yang mengatakan :

“Kita sangat senang untuk tahun 2018 ini dalam kegiatan pengelolahan dana desa di
kampung kenyam tahun 2018 yang berhasil disusun adalah pembangunan fisik

berupa perbaikan jalan kampung dan pembangunan rumah layak huni serta
pembangunan penagkap air hujan yang ada dikampung. ( Wawancara 29 Januari

2019)

Berdasarakan data yang telah disajikan dapat diketahui bahwa dalam
perencanaan pengelolahan dikampung Kenyam, telah melibatkan unsur lembaga
kampung yang mewakili masyarakat kampung. Hasil yang didapat untuk kegiatan
perencanaan pengelolahan dana desa memberikan adanya suatu perkembangan, yang

mana jumlah pihak yang dilibatkan pada tahun 2018 lebih banyak jika dibandingkan
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dengan tahun sebelumnya dan berpartisipasi dalam memberikan berbagai masukan.
Hal ini disebabkan karena dalam proses penyusunan rencana pengelolahan dana desa
sudah disesuiakan berdasarkan kebutuhan priontas yang ada di kampung kenvam.

supaya alokasi anggarannya dapat sesuai dengan proses pembangunan fisik dan non

fistk.

4.2.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Kampung
Pengelolahan yang telah direncanakan tidak akan berjalan apabila tidak

didukung oleh dana yang tersedia, dalam musrembang kampung Kenyam tersebut

juga bertujuan untuk menentukan dana yang diperlukan untuk keperluan yang ada

dikampung tersebut, adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sebagaimana

disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.12

Alokasi Pengelolaan Dana Pengelolahan dana desa Kampung Tahun 2016

Aspek

T

Jenis Kegiatan
/

Jumlah " Persen
Bahan Dana (%)
Penyelesaian Balai ‘
Kampung Bahan — bahan 78,0
Alat 7,0
Upah tenaga 15,0
Jumlah Biaya 149.996.000 100
Bangunan Koperasi
Kampung Bahan — bahan 68,2
Alat 13,6
Upah tenaga 18,2
Jumiah Biaya 202.528.000 100
Pengadaan Solar Cell Bahan - bahan 69,7
Alat 12,1
Upah tenaga 182
Jumlah Biaya 18.476.000 100

Total anggaran Rp 371.000.000,-

Sumber : Data diolah tahun 2019

1134166

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2016 hasil musyawarah

menetapkan pengalokasi dana desa untuk pembangunan fisik yang direncanakan

adalah penyelesaian balai kampung, bangunan koperasi kampung dan pengadaan

solar cell untuk warga kampung total dana Rp 371.000.000,-
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Tabel 4.13

Alokasi Pengelolaan Dana

Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun 2017

\ Jenis Kegiatan |
| Aspek / Jumiah Persen -
| Bahan Dana (%)
' Pembangunan Rumah Sehat | Bahan — bahan | 60.106.294 50,1
Alat 50.000.000 41,6
Upah tenaga 10.000.000 83
Jumlah Biaya 120.106.294 100
Pembangunan &
Pemeliharaan Bahan — bahan | 67.000.000
Jalan Kampung Alat 47.000.000
Upah tenaga 62.043.000
Jumlah Biaya 176.043.000 100
Penerangan Solar Cell Bahan — bahan
Alat
Upah tenaga
Jumlah Biaya 115.571.179 100
Pengadaan Air Bersih/Fiber | Bahan — bahan
Alat
Upah tenaga
Jumlah Biaya 120.000.000 100
Pengadaan Bibit Ternak Bahan — bahan
Alat
Upah tenaga
Jumlah Biaya 211.511.000 100
Total anggaran Rp 743.231.473,-

Sumber : Data diolah tahun 2019 o

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2017 hasil musyawarah
menetapkan pembangunan yang direncanakan adalah pembangunan rumah sehat,
pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung, penerangan solar cell, pengadaan air

bersih/fiber, pengadaan bibit ternak dengan total dana yang dianggarkan sebesar Rp

743.231.473 -
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Alokasi Pengelolaan Dana

Perencanaan Pembangunan Kampung Tahun 2018

| Jenis Kegiatan

117
Pl 44166

\
Aspek / Jumlah ' Persen ‘
B . Bahan Dana ‘ (%) |
Pembangunan Rumah Layak | Bahan — bahan 6197”\
Huni Alat 11,9 ‘
Upah tenaga 262
Jumlah Biaya | 715.164.570 100
Pembangunan dan Bahan — bahan 72,4
Pemeliharaan Jalan Tanah Alat 10,3
Upah tenaga 17,2
Jumlah Biaya 39.699.430 100
Pembangunan  Penangkap
Alr Bahan — bahan
Hujan Alat
Upah tenaga
Jumlah Biaya 35.920.200 100

Total anggaran Rp 790.784.200,-

Sumber : Data diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam perencanaan pengalokasihan

dana desa tahun 2018 untuk pembangunan fisik kampung telah menyusun anggaran

untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah

serta pembangunan penangkap air hujan dengan total Rp 790.784.200,- Terkait

dengan hal ini dapat disimak dari hasil wawancara berikut.

“Pada tahun 2018 untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan
pemeliharaan jclan 1anah serta pembangunan penangkap air hujan kitu anggarkan
sebesar Rp 790 juta yaitu 715 juta untuk perbaikan jalan, 39 juta untuk pemeliharaan
jalan dan 35 juta uniuk pembangunan penangkap air hujan. Dana tersebut diambil
dari dana kampung yang memang diprioritaskan pada pembangunan kampung yang

harus dilakukan untuk masyarakat”, ( Wawancara 29 Januari 2019).
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Informasi yang disampaikan kepala kampung in1 membuktikan bahwa untuk

pembangunan dan pengelolaan dana disepakati untuk pembangunan rumah layak

huni, pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah serta pembangunan penangkap air

hujan dianggarkan sebesar Rp 790 juta yaitu 715 juta untuk perbaikan jalan, 39 juta

untuk pemeliharaan jalan dan 35 juta untuk pembangunan penangkap air hujan.

Adapun Realisasi pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disajikan

sebelumnya dapat dibandingkan dengan tabel berikut.

Tabel 4.15

Realisasi Alokasi Pengelolaan Dana

Pembangunan Kampung Tahun 2018

Jenis Kegiatan
Aspek / Jumlah Persen
Bahan Dana (%)
Pembangunan Rumah Layak | Bahan — bahan 61,9
Huni Alat 11,9
Upah tenaga 26,2
Jumlah Biaya | 715.164.570 100
Pembangunan dan Bahan — bahan 72,4
Pemeliharaan Jalan Tanah Alat 10,3
Upah tenaga 17,2
Jumlah Biaya 55.000.000 100
Pembangunan  Penangkap
Air Bahan — bahan
Hujan Alat
Upah tenaga
Jumlah Biaya | 50.000.000 | 100
Total anggaran Rp 820.164.570,- o

Sumber : Data diolah tahun 2019
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam realisasi pembangunan
kampung terdapat selisih dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah
yang sebelumnya diangparkan sebesar Rp. 39.699.430.- dalam realitasi dana vang
dikeluarkan Rp. 55.000.000.- sehingpa ada sehsth Rp. 15.300.570, sedangkan
pembangungan penangkap air hujan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 35.920.200.-
dalam realisasinya dana yang dikeluarkan Rp. 50.000.000,- sehingga total realisasi
pembangunan Kampung Kenyam tahun 2018 sebesar Rp. 820.164.570,- atau selisih
Rp. 29.380.370,- dari perencanaan yang dilakukan sebelumnya. Terkait dengan hal
ini dapat disimak dari hasil wawancara dengan Kepala Kampung, berikut in1.

“Perencanaan pengeloluhan dana desa untuk pembangunan fisik yang disusun pada
tahun 2018 untuk pembangunan rumah layak huni, pemeliharaan jalan tanah serta
pembangunan penangkap air hujan kita anggarkan sebesar Rp 790 juta. tapi bila
dilihat dari realisasinya dari 3 kegiatan ini terdapat kekurangan dana sebesar
kurang lebih 30 juta karena kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah

serta pembangunan penangkap air anggarannya bertambah. kekurangan dana
ditutup oleh donator dari beberapa warga kampung Kenyam”, ( Wawancara 29

Januari 2019).

Sehubungan dengan realisasi pembangunan rumah layak huni, pemeliharaan
jalan tanah dan pembangunan penangkap air hwan yang disajikan dapat diketahu
bahwa perencanaan pengelolahan dana desa untuk pembangunan desa yang disusun
pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 790.784.200,-. Sedangkan realisasi dari
kegiatan tersebut yaitu Rp. 820.164.570,- jadi ada selisih sebesar Rp. 29.380.370
Kekurangan dana tersebut tidak diambil dari pendapatan kampung, melainkan

terdapat beberapa orang yang bersedia menjadi donator, sehingga kekurangan dana

ditutup oleh donator dari warga kampung Kenyam.
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Menurut informasi yang didapat dan ketuva BMK kampung Kenyam dana
yang didapatkan dari donator 1tu sangat besar manfaatnya sehingpa dalam
pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung kenyam bisa memasang pagar vang
berguna untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan kampung. Sebelum
dipasang pagar, pengguna jalan merasa kurang aman karena takut jatuh kesungar.
setelah perbaikan jalan dan dipasang pagar pengguna jalan sudah merasa aman karena
resiko untuk jatuh kesungai telah teratasi. Pembangunan yang dilaksanakan
selanjutnya adalah penampungan air hujan dimana masyarakat kenyam untuk
mendapatkan air bersih memang masih mengandalkan tadah hujan.

Menurut informasi yang didapat dari ketua BMK kampung Kenyam, pada
awalnya anggaran yang direncanakan untuk pembangunan penangkap air hujan
anggaran yang disediakan mencukupi, tetapi ketika pengerjaaan dilakukan ada
donator yang memberikan tambahan dana sehingga beberapa masyarakat
mengusulkan agar menambah volume pekerjaan mengingat kebutuhan air bersih
masyarakat kenyam hanya mengandalkan penampungan air hujan.

Berdasarkan data yang telah disajikan dapat diketahui bahwa dalam
pembangunan yang dilaksankaan di kampung Kenyam pada tahun 2018 adalah
pembangunan rumah layak huni, pembangunan dan pemeliharaan jalan tanah dan
pembangunan penagkap air hujan, rencana yang disusun untuk kegiatan tersebut
berjalan dengan lancar bahkan dapat menggugah masyarakat kampung untuk
berpartisipasi, sehingga semakin memberikan manfaat yang lebih baik dengan hasil

yang pembangunan yang cukup memuaskan.
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4.2.3. Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Kampung

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu
aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah
kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses
dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012).
Permendagrni 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa wajib di informasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman,
radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi
Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam Distrik
Kenyam, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, hal ini dikarenakan
pada penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh
pemerintah Kampung, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun
dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dan pihak pemenntah serta
tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui

tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dan setiap kegiatan yang dilakukan

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



125

"~ 44166

Tabel 4.16
Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Kampung

L Vanable Indikator i Ukuran E Partisipasi Persen (%) 1
L o ©rany ‘
| Pertangpgung | Pihak \ Pemerintah W 5 16,67 |
‘ Jawaban Penyusunan | Kampung |
‘s LPJ | bersama BMK_ | ]
\ Pihak lainnya F 12333 |
\ Pidak tahu 18 60 {

Total | 30 100
Kualitas LPJ %Baik HIE 63,33 }
Tidak tahu | 11 36,67 }
| | Total | 30 100 j

\, Evaluasi \Ada |2 6,67
kegiatan Tidak ada | 24 80 |
bersama Tidak tahu | 4 ' 13,33 ﬂ

masyarakat Total |30 100

Sumber : diolah dari LPJ Kampung Kenyam, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang
atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh
pemerintah desa bersama BMK, sedangkan 7 orang lainya atau 23,33% mengatakan
bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainya yaitu pihak ketiga
yang bukan berasal dar unsur pemerintah. Sedangkan sisanya sebanyak 18 orang atu
60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban
Kampung Kenyam tersebut. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa, laporan
pertanggungjawaban Kampung Kenyam memang tidak disusun oleh pemerintah desa
seiaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya,
oleh karena itu Kampung Kenyam membutuhkan perhatian khusus pada sumber daya

manusia agar tidak bergantung pada pihak ketiga dalam penyusunan laporan
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pertanggung jawaban. Hal inmi berdasarakan hasil wawancara dengan Bendahara
Kampung Kenyam yaitu yang menvatakan bahwa :

“Kualitas SDM pemerintalh Kampung Kenvam ini memang masil tergolong sangat
rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan sckolah dasar, pemerimntah
kampung juga masih belum  mempunyai  pengalaman  dalam  mengelola  atau
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak i
dan yang menjadi penghambat kami sebagai pemeriniah desa juga data vang kami
miliki tidak tersimpan sehingga kami kesulitan dalam mengelola anggaran iersebut
dan  juga  kami  sangat tidak ~ memahami  dalam  pengoperasian
computer.” (Wawancara 4 I'ebruari 2019)

Pernyataan di atas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak Matius

Koibur selaku Sekretaris Kampung Kenyam, yang menyatakan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kampung Kenyam memang belum disusun
oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa,
dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai

untuk menyusun LPJ, hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru
bagi pemerintah desa, khususnya di kampung kenyam ini” ( Wawancara 4 Februari

2019).

Selanjutnya pada tabel di atas menunjukan bahwa  Laporan
Pertanggungjawaban Kampung Kenyam sudah baik, dimana dan 30 responden
sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban
yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian
juga menunjukan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh
Pemerintah Kampung Kenyam dijadikan percontohan untuk semua Kampung di
Distrik Kenyam, namun ini menjadikan dilema terntentu bagi sebuah pemerintahan
desa yang dijadikan percontohan tetapi pada kenyataanya semua proses laporan

pertanggung jawaban tersebut hasil dari pekerjaan pihak ketiga, terkadang hal ni
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nanti dapat menimbulkan permasalahan baru seperti desa lain akan mengikuti jejak
Kampung Kenyam ini.

Hal iy seperti yang disampaikan oleh Kepala Kampung Kenyam yaitu Bapak
Arius Mijele, yang mengemukakan bahwa :
“Kampung Kenyam ini adalah kampung tua dan merupakan kampung yang cukup
batk dalum penyusunan Laporan pertanggungiawaban, selain selalu tepat waktu,
LPJ Kampung Kenyam telah dijadikan sebagai [.PJ percontohan untuk seluruh
Kampung vang ada di Distrik Kenyam” (Wawancara 6 ebruari 2019).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua

BMK Kampung Kenyam Bapak Yomise Lokbere, yang menyatakan bahwa:
“Pemerintah  Kampung Kenyam sangat baik dalam menyusun laporan
pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran Alokasi dana Desa ini. Dalam LPJ

yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu, bahkan LPJ
Kampung Kenyam sering dijadikan sebagai contoh untuk kampung-kampurg lainya”

(Wawancara 7 Februari 2019).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh
kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi
bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya
melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan
mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Kampung.

Akan tetapi hasil penelittan menunjukan bahwa Pemerintah Kampung
Kenyam tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di kampung

dengan masyarakat kampung. Dan 30 responden hanya ada 2 orang responden atau
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6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluas) kegiatan bersama masyarakat Kampung
Kenvam dan sebanyak 24 orang responden atau 80% mengatakan bahwa pemerintah
desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat. adapun 6 orang lainya
mengatakan tidak tahu apakah Pemenntah Kampung sudah melakukan evaluasi atas
kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang anggota badan

musyawarah kampung, menyatakan bahwa :

“Pemerintah Kampung Kenyam tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan
pembangunan bersama masyarakat yang ada di Kampung Kenyam ini, sehingga
masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di Kampung atau
tidak” (Wawancara 12 Februari 2019).

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh

anggota masyarakat lainnya, yang menyatakan bahwa :
“Yang  saya  ketahui  pemerintah  kampung  tidak  pernah  melakukan
pertanggungjawaban di hadapan masyarakat kampung kenyam ataupun sosialisasi
untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di kampung
kenyam ini” (Wawancara 13 Februari 2019).

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka
walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh Pemerintah
Kampung Kenyam dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang
dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang

seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kampung Kenyam namun Pemenntah

Kampung tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat kampung. Maka
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tahapan pertanggungjawaban vang dilakukan oleh Pemenntah Kampung Kenvam

dapat dikatakan kurang efektit.

4.2.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Kampung

Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kampung Kenyam  dalam
pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat
diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan Pemerintah Kampung
Kenyam sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan alokasi dana
desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dalam
meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam Distrik Kenyam. Baik
Pemerintah Kampung Kenyam maupun masyarakat kampung mengemukakan

berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi Pemerintah Desa dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah
maupun kemampuan Pemerintah Kampung dalam mengelola Alokasi Dana Desa,
secara lebih khusus kemampuan Kepala Kampung dan Bendahara dalam mengelola
alokasi dana desa yang di peroleh dari APB Kampung Hasil wawancara dengan
bapak Arius Mijele sebagai Kepala Kampung Kenyam.

"Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemeriniah Kampung

Kenyam sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan

sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di aparatur

pemerintah  kampung agar aparatur  pemerintah  kampung dapat
meningkatkan keahlian dibidang masing-masing  sesuai  dengan ilmu
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pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang pembangunun
Jisik " (Wawancara 19 Februar 2019).

Hasil wawancara diatas senada dengan Bapak Matius Koibur sebagai
Sekretaris Kampung Kenyam menyatakan bahwa :

“Kualitas  sumber daya manusia di Kampung  Kenvam  pada  umumnya

rergolong sangat rendah, yang disebabkuan oleh pendidikan dari aparatur

pemeriniah kampung yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini

dapat  diatasi  dengan memberikan bimbingan dan  kesempatan  untuk
mendapatkan pelatihan yang sesuai”(Wawancara 20 Februari 2019).

Begitu pula hasil wawancara dengan bendahara kampung Kenyam

menyatakan bahwa :

"Kami kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban uniuk
pencairan dana selanjutnya, karena lemahnya sumber daya manusia oleh
aparat kampung sebagian besar tidak memahami cara mengoperasikan
komputer dengan baik sehingga lambat menyelesaikan surat pertanggung
Jjawaban tersebut. Selain itu sebagian dari data kadang-kadang tidak
tersimpan” (Wawancara 22 Februari 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor
penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Kenyam Distrik
Kenyam ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi
Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di
Kampung Kenyam masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar

kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki

perangkat Kampung Kenyam.
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Hal i1 terbukti dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan pengelolaan
Alokast Dana Desa dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga

harus menggunakan bantuan prhak ketiga yang bukan dam Perangkat Kampung

Kenyam.

2. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kampung tarkait Pengelolaan
Alokast Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak permmah melakukan sosialisasi
sebelumnya, dalam tahapan musrembang kampung Pemenntah Kampung juga hanya
sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada
penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa,
bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam
setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui proses
sosialisasi. Informasi yang di peroleh melalui sosialisai yang di adakan Pemerintah
Kampung Kenyam dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum cukup baik.
Dimana dari 30 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan
Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten dan Distrik hanya sampai pada
Pemerintah Kampung selaku pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari
Pemerintah Kabupaten dan Distrik. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah

satu anggota masyarakat, yang mengemukakan bahwa :
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“Tidak pernah ada sosialisast kepada kami terkait Pengelolaan alokasi dana
desa sebelumnya, jika memanyg ada pasti hanya bersifut perorangan kurena
saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. Pada saat musrembang i
adakan olelt pemermtalt kampung  wu hanva  jumlah - anggaran yang
disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak di jeluskan’™ (Wawancura

23 Fehruari 2019).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya
informasi dan pihak Pemernintah Kampung yang menyatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggungjawab

kami dalam setiap ada pembangunan yang akan diluksanakan di kampung,

karena kami tidak perna mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten

bahkan dari pemerintah kampung kami tidak pernah mendapatkan informasi

mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akun

dilakukan di kampung” (Wawancara 23 Februari 2019).

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat
dari Pemerintah Kampung-sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi
mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa,

melainkan. masyarakat. hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya

pembangunan yang ada di kampung,

3. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan dapat berdampak pada peluang untuk melakukan
penyelewengan. Menurut Permendesa Nomer 3 Tahun 2015, di desa disediakan
pendamping desa guna: pertama,meningkatkan kapasitas, efektifitas,dan akuntabilitas
pemerintahan desa dan pembangunan desa, kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran

dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, ketiga
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meningkatkan  sinergi  program pembangunan desa antar sektor, keempat,
mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Pendamping desa bertugas
mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa. Pendampingan terhadap perangkat desa sangat diperlukan agar
perangkat desa tahu bagaimana memantfaatkan alokasi dana desa untuk tepat sasaran.
Mengenai pendamping lapangan menurut salah satu masyarakat bahwa:

“Kita berfikir dulu katanya ada PL (pendamping lapangan yang dimaksud
adalah pendamping desa), dalam kenyataanya PL desa tidak ada, in1 kan

membuat kami bingung”

Sebenarnya pendamping lapangan ada tetapi tidak berkompeten di bidangnya,
bahkan pendamping lapangan tergolong tidak mengawasi dan mengarahkan untuk
memajukan Kampung Kenyam, terkesan dibiarkan. Disisi lain Kampung Kenyam
bekerjasama dengan pihgk ke tiga yakni yang justru sangat membantu pemerintah
desa dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban. Pernyataan salah satu
masyarakat tidak jauh beda dengan yang lain, yakni sebagai berikut:

“Pendamping lapangan ada, tapi saya tidak pernah ketemu dengan beliau,

entah beliau kesini disaat saya tidak berada di kator atau bagaimana saya

kurang tahu, yang saya pahami bahwa kampung kami bekerjasama dengan
salah satu pendamping desa yang focus dalam penyusunan laporan

pertanggung jawaban.”

Seharusnya pendamping lapangan tinggal di Kampung Kenyam untuk
mengetahui kebutuhan masyarakat agar bisa membangun kampung dengan dana desa
agar tepat sasaran dan memajukan kampung Kenyam. Dalam pengawasan jalannya

alokasi dana desa selain perangkat desa harusnya masyarakat Kampung Kenyam
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sendin 1kut dalam pengawasan. karcna masyarakat mempunyat hak dan kewajiban
untuk mengawal alokast dana desa tersebut. Apabila masyarakat sudah krius terhadep
hal tersebut maka masyarakat telah sadar akan kebutuhannya sendiri. Namun
berdasarkan temuan di lapangan masih cukup kurang pengawasan dan masyarakat
sendir. Masyarakat Kampung Kenyam disisi lain sudah menunjukkan perhatiannya
terhadap pengalokasihan dana desa, hal im ditunjukkan dari pertisipsi masyarakat saat
Kampung Kenyam mengadakan Musrenbang dalam penyusunan kebijakan
pengalokasian dana desa akan tetapi dalam pelaksananya hanya sebagian saja yang

berperan mengawasi pembangunan di Kampung Kenyam.

4,3. Pembahasan

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah- masalah
publik yang memerlukan intervens: pemerintah. Implementasi kebijakan alokasi dana
desa adalah merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah
dalam upaya mengatasi problem- problem di area desa, baik program pembangunan,
pemerintahan, maupun sosial masyarakat. Pada implementasi kebijakan
pengalokasian dana desa, pemerintah desa mempunyai posisi yang amat strategis
bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendin. Selain itu
pemerintah desa merupakan salah satu kunci penting keberhasilan demokrasi karena
tingkah laku dan kebijakan yang dihasilkan memunyai arti penting dan juga
berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi. Dalam implementasi alokasi dana desa

perlunya keterlibatan semua lapisan/ aktor, baik aktor politik, masyarakat maupun
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tokoh masyarakat. Karena apabila tingkat partisipast masyarakat tinggi maka
demokrasi lokal terlaksana di Kampung Kenyam. Apalagi partisipast merupakan
salah satu elemen penting dalam good povernance.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.
Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagn
Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagal benkut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Akuntabel . yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas
akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada  masyarakat desa sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundangundangan;

o

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan

kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
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4. Tertub dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu
pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiphin anggaran vang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan
Keuangan Desa yaitu :

. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan
dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang
belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB
Desa/Perubahan APB Desa;

3.. Semua. penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang

* bersangkutan harus dimasukan dalam APBDesa dan dilakukan melalui

Rekening Kas Desa.

Hustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa

dapat digambarkan sebagai berikut.
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merupakan tahapan yang harus dilalm sebelum tahap pelaksanaan implementasi
kebijakan alokas) dana desa. Dominasi aktor Pemerntah Kampung vang tentu saja
bersama seluruh PTPKD terkait nampak lebih berperan disebabkan oleh ketidak
mampuan BMK memaksimalkan wewenangnya dalam perencanaan implementasi
kebyjakan alokast dana desa. Peran legistif yang disandang BMK dalam tahap
perencanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tidak dilaksanakan dengan
maksimal. Temuan 1ni berbanding terbalik dengan pendapat Hyde & Shafritz yang
dikutip oleh Muhlis Madant dalam bukunya menyatakan bahwa penganggaran adalah
sebuah proses legislative. Apapun yang dibuat oleh eksekutif dalam proses anggaran,
pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan
untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif.
Implementasi program di Kampung Kenyam juga dilaksanakan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam
pembangunan kampung. Pemerintah Kampung menyusun perencanaan pembangunan
Kampung sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupatenn. Perencanaan Pembangunan Kampung meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung dan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Kampung yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan
Kampung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Kampung atau

yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung untuk jangka waktu 1
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Dalam rangka menyusun rencana pembanguan desa ada konsep-konsep vang
harus dipahami menurut batasan pengertian yang fertuang dalam ketentuan Umum
UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah perencanaan pembangunan desa vang selanjutnya disebut

Musrembang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara
partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan
untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan kenak hasil
musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan didesa 1 (satu) tahunan.

2. Perencanaan Pembangunan desa adalah suatu proses tahapan-tahapan
penyusunan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau
daerah dalam rangka jangka waktu tertentu

3. Rencana pembangunan jangka menengah desa selanjutnya disingkat memuat
arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan
umum dan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD), lintas OPD, dan
Program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

4. Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkan RKPDes adalah
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan
penjabaran dan RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa,

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan desa maupun yang ditempuh
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dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana

kerja pemerintah daerah dan RPJMDes.

Peraturan desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan vang

dibuat oleh BPD/BMK bersama kepala desa/kampung

6. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa.

7. Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat APBDes
adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan
peraturan desa.

Perencanaan pembangunan desa’kampung disusun berdasarkan hasil

kesepakatan dalam musyawarah kampung yang pelaksanaannya paling lambat pada

bulan Juni tahun anggaran berjalan.
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Gambar 4.8

Alur Prosedur Perencanaan Pembangunan Desa / Kampung

ALUR PROSES PERENC. PEMBANGUNAN DESA

PERMENDES NO. 2 TAHUN 2015 MEKANISMEPENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

musyawarah antara BPD, Kepala Desa
Pemdes, dan unsur masy membantuk tim

’ ; penyusun RPJM
hal ying qufat strntcms. Desa.

.. RPJMDes =Y RKPDes

* Kades {(pembina); * Kades (pembina);
::?ya'?‘g'g.r;n MUSDES, * Sekdes (ketua); + Sekdes (ketua);
amping ole * LPM (sekretaris); * LPM (sekretaris);
Pemerintah kab. (SKPD), . Anggota Perangkat + Anggota Perangkat
Pendamping Profesional, Desa, LPM, KPM, dan Desa, LPM, KPM, dan
KPM / pihak 3 unsur masy. lainnya. unsur masy. lainnya.

Sumber : Hanif Nurcholis (2016)

Sesual amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan
kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa
(village comumunity). Disamping itu, pemerintah desa secara mandiri diharapkan
mampu mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya,
termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan strategis yang terkait
pembangunan desa melalui forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD/BMK).
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Rencana Pembangunan langka Menengah Kampung (RPJM Kampung)

Dalam  menyusun RPJM Kampung, pemerintah Kampung  wajib
menyelenggarakan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Kampung
(Musrenbangkam) secara partisipatif. Musrenbangkam  diikuti  oleh
pemerintah Kampung, Badan Musyawarah Kampung dan unsur masyarakat
Kampung, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat
dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Kampung ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala
Kampung.

2. Rencara Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) RKP Kampung

disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan informasi dari

pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif kampung

dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah  daerah kabupaten. RKP kampung mulai disusun oleh

Pemenntah kampung pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus

ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP kampung paling sedikit berisi uraian sebagail benkut :

a. Evaluasi pelaksanaan RKP kampung tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh
kampung

¢. Priontas program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola

melalui kerja sama antar kampung dan pihak ketiga
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d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran kampung yang dikelola oleh
kampung sebagai kewcnangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten

¢. Pelaksana kegiatan kampung, yang fterdiri atas unsur perangkat
kampung dan unsur masyarakat kampung,

Perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah
kampung Kenyam dari tahun 2016 — 2018 telah sesuai dengan aturan yang yang
berlaku dan dapat memberikan hasil yang cukup baik. Pihak-pihak yang telah
dilibatkan dalam perencanaan pembangunan kampung dipandang telah memenuhi
ketentuan dalam mewakili warga kampung, pihak tersebut ; Badan Musyawarah
Kampung dan tokoh-tokoh di kampung. Mengingat kebijakan ini mampu
memberikan hasil yang cukup memuaskan maka dalam proses perencanaan

pembangunan tahun selanjutkan harus ditingkatkan agar mencapat hasil yang lebih

baik untuk kesejahteraan warga kampung.

4.3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pembangunan Kampung

Teknis pelaksanaan dalam pembangunan desa sudah sesuai dengan alur
pemerintahan yang baik, hal ini ditunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam
proses pelaksanaan pembangunan kampung, contohnya saja dalam pembangunan
rumah layak huni dan tempat penampung air hujan. Pada pembuatan kebijakan
pelaksanaan pengelolahan dana desa masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang

yang sama dengan komponen lainnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan
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pemerintahan dan pembangunan kampung, namun partisipasi yang ada belum dapat
menunjukkan ratio yang sesuai dengan kebutuhan, hal ini karena jumlah partisipasi
masyarakat belum dapat mewakili secara keseluruhan  Alasan lainnya adalah
mimmnya transparansi informasi dari pemeritnah  Kampung Kenyam perihal
kegiatan penyusunan kebijakan pengalokasian dana desa yang ada. Sebagaimana
diungkapkan oleh Esmara bahwa partipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan berhubungan dengan dukungan dana, fasilitas, dan tenaga dan
masyarakat 1tu sendiri, serta kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi
termasuk koordinasi secara teratur dan setiap program pembangunan. Dengan
demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dan memiliki rasa tanggungjawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan mengarahkan
dekungan tenaga, pemikiran, ketrampilan, dana maupun material secara sukarela,
serta mampu menciptakan suasana kerjasama yang kondusif dengan komponen
lainnya.

Rancangan Kegatan Pembangunan (RKP) Kampung dilampin Rencana
Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim
verifikasi. Selanjutnya, Kepala Kampung menyelenggarakan Musrenbangkam yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kampung. Rancangan

RKP Kampung memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembcrdayaan

masyarakat kampung.
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Terkait proses Pengelolaan Dana dalam meningkatkan pembangunan fisik di
Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabaupaten Nduga terlebih dahulu menyusun tim
pelakasana alokast dana yang terdiri dari Kepala Kampung selaku Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Kampung Selaku Penanggung Jawab
Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan Selaku Bendahara dan di
bantu oleh Pendamping Kampung. Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa
terdiri dar tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan alokasi
dana desa di Kampung Kenyam kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat
proses musrembang kampung untuk membahas rencana kegiatan penggunaan
anggaran serta bagaimana proses pengelolaan, pada tahapan perencanaan ini di ukur
dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang kampung

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana ini
menunjukan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap
tahapan proses pengelolaan dana, serta dalam proses musrembang kampung pada
tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari Pemerintah Kampung
yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat
kampung baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses pengelolaan
dana. Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Sumiati (2014) yang berjudul
Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru
Kabupaten Sigi. Dimana penelitian ini menggambarkan bahwa skala prioritas dalam

pelaksanaan program lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya
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aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak

terlaksananyan program lainnya.
Gambar 4.10
Asas Pengelolaan Keuangan Desa / Kampung

pengelolaan keuangan desa mempertanggungjawabkan

harus memberikan ruang pengelolaan. pengendalian sumber
seluas-duasnya kepada daya serta pelaksanaan kebijakan
masyarakat untuk aktf terlibat yang dipercayakan kepadanya

dalam setiap proses dalam rangka pencapaian tjuan
pengeiolaan keugan desa yars 1

- Transparan

pnnsip keterbkaan

yang memungkinkan _ Tertib dan

masyarakag untuk . a  ge _ APRB Desa harus dikelola secara
mengetahui dan Dts:plm B tepat waktu dan tepat guna yang
mendapatkan akses

! A didukung dengan bukti-bukti
informasi seluas- anggaran administrasi yang dapat
luasnya tentang dipertanggungjawabkan serta
APB Desa berpedoman pada peraturan

perundangan yang berlaku
Sumber : Hanif Nurcholis (2016)

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang
harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran Prinsip itu diantaranya
bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Kampung di Kampung Kenyam
dilaksanakan melalui Rekening Kas Kampung. Pencairan dana dalam Rekening Kas
Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.

Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara
normatif dilakukan melalu transfer ke rekening bank pihak ketiga. Dalam

peiaksanaannya, Bendahara Kampung dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung
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pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung.
Selain itu, agar operasional kegiatan berjalan lancar, dimungkinkan juga pembayaran
kepada pihak ketiga ditakukan dengan mengpunakan kas tunai melalur pelaksana
kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar kepada pelaksana kegiatan dilakukan
dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala kampung setelah melalu veritikasi
Sekretaris Kampung.

Menurut Sukesi (2007) sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wiayah yurisdiksi dan berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat,
maka desa memerlukan perhatian secara proporsional dengan memposisikan lembaga
desa dalam satu koridor hukum yang dapat menjamin eksistensi desa dengan
mempertimbangkan asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisas
serta pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana perimbangan pemerintah pusat
dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam
melaksanakan. kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan. Dalam
pelaksanaan ADD kita juga masih dapat melihat partisipasi aktif dari lapisan
masyarakat dengan adanya swadaya dari masyarakat yang tercermin dari data
paparan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaaannya bersumberdari
ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk mendukung

keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di
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setiap kegiatan tisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegratan vang dipasang

di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnva memuat nama
kegiatan, volume kegiatan_besaran anggaran dari ADD maupun swadava masyarakat,

dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepati dari Musrenbang
Desa/Kampung.Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukt vang
lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa/Kampung dan Bendahara
Desa/Kampung.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan ADD di Kampung Kenyam, hasil
penelitian menunjukan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa di Kampung Kenyam ini, dari setiap pembangunan kampung yang dilakukan,
Namun dikarenakan kurangnya transparansi  informasi terkait pelaksanaan
perencanaan- kegiatan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat, sehingga
pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kampung
Kenyam belum efektif.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang
pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara
jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib
dilengkap! dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.
Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
meningkatkan pembangunan fisik di Kampung Kenyam berjalan dengan baik, akan

tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksaan
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im harus mehbatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dan setiap

kegiatan yang di adakan oleh Pemerintah Kampung,

4.3.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Kampung

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi dana Desa
di Kampung Kenyam, hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan pertanggung-
jawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
tidak disusun oleh Pemeintah Kampung Kenyam dan tidak adanya evaluasi kegiatan
yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Kampung Kenyam. Maka tahapan
petanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Kenyam dapat \
dikatakan masih perlu diperbaiki.

Hasil penelitian diatas senada dengan penelitian Abu Raum (2014), bahwa
belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat hal tersebut
terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh Pemerintah Desa sebagai
Pengelolaa Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi
penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Analisis tersebut didukung oleh kenyataan
bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai Alokasi Dana Desa diserahkan
Perangkat Desa, sedangkan sebagian besar tidak menginformasikan kepada
masyarakat tentang dana yang diterima dari pemenintah Kabupaten.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola
berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib

dan disiplin anggaran, dan dikelola daiam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1
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Januan sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu
pula Alokasi Dana Desa yang diterima olch tiap desa yang merupakan salah satu
sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah
yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hekekatnya merupakan stimulan
kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan
pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai
Kepala Pemerintah “Desa/kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan desa dan mewakili Pemenintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya \dalam
pengelolaan keuangan desa, kepala desa’kampung memiliki kewajiban untuk
menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan,
yang disampaikan ke Bupati dan ada juga yang disampaikan ke BPD/BMK. Rincian
laporan sebagai berikut:

1. Laporan kepada Bupati (melalui Kepala Distrik):

2. Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APBDesa/Kampung;

3.Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa/Kampung
kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

5. Laporan kepada Badan Musyawarah Kampung (BMK)

6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa/

Kampung terdiri dan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
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Laporan Realiasasi Pelaksanaan APBDKampung disampaikan kepada Bupati
melalur Kepala Distrik, terdir dari
1. Laporan Semester Pertama, disampatkan paling lambat pada akhir bulan

Juli tahun benjalan;

2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Realisasi  Pelaksanaan APBKampung Semester Pertama
menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I
dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi
Pelaksanaan  APBKampung Semester Akhir Tahun mengambarkan Realisasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat
akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB kampung Setiap
Akhir Tahun. Anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Distrik terdiri
dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Kampung, Setelah Pemenintah Kampung dan BMK telah sepakat terhadap Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung dalam bentuk Peraturan
Kampung, maka Perkam ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung sebagaimana tercantum

dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu)

bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
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Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung disampaikan kepada Bupati
setiap semester. Penyampaian laporan realisas penggunaan Dana Desa dilakukan -
I Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

berjalan.

2. Untuk semester 11 paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun

anggaran berikutnya.

Berdasarkan Laporan Dana Desa dari Kampung-kampung yang ada di wilayah
Kabupaten, Bupati menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi
Penggunaan Dana Desa kepada Menteﬁ keuangan dengan tembusan Menteri Desa
dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB kampung merupakan
laporan yang disampaikan secara periodik kepada BMK terhadap pelaksanaan APB
Kampung yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Kampung.
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung dilampiri :

I. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung

Tahun Anggaran berkenaan;

2. Format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan; dan

3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke

Kampung.
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Pertanggungjawaban pengelolaan dana kampung vang terdapat pada kampung
Kenyam perlu diperbaiki agar pertanggungjawaban tersebut mampu memberikan

ungkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik.

4.3.2 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Kampung
1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor
penghambat. dalam. pengelolaan dana kampung dalam kegiatan meningkatkan
pembangunan fisik di Kampung Kenyam Distrik Kenyam ini yaitu Sumber daya
manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi sumber daya manusia pelaksana
pengelolaan dana kampung yang ada di Kampung Kenyam \masih terbatas dan belum
sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman
kerja yang dimiliki perangkat Kampung Kenyam yang masih berpendidikan tamatan
SD/sederajat dan juga SMP/sederajat.

Hal mi terbukti dengan masih ditemukannya ketidakmampuan pelaksana
kegiatan pengelolaan dana kampung secara optimal, yaitu dalam membuat Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga. Oleh
karena itu perlu dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia, secara teoritis
kita kenal empat perspektif tentang peran pembangunan sumber daya manusia dalam
pembangunan (Moeljarto, 2016) yaitu :

a. Perspektif Functionalist, salah seorang pelopor fungsionalis yakni Durkheim,

berpendapat bahwa pendidikan sebagai komponen utama pembangunan
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sumber daya manusia harus berfungsi sebagal wacana untuk mewariskan
norma-norma dan nilai-mlai masyarakat yang dapat memperkuat homogenitas
dengan mewajibkan konformitas sikap. perilaku, dan keteramptian. Menurut
perspektif ini, kualitas manusia “diprogram” melalui pendidikan.

b. Perspektif Liberal, bagi kaum liberal seperti John Dewey, pembangunan
sumber daya manusia lebih dari sekedar mendorong konformitas individu
dengan tata nilai yang ada, akan tetapi harus mendorong individu untuk
mengembangkan potensinya sebagai manusia melalui pengembangan talenta
fisik, emosi, spirit dan intelektualnya.

c. Perspektif Sosial-Demokratis, perspektif ini\melihat peranan pembangunan
sumber daya manusia dalam mewujudkan persamaan dan keadilan sosial.
Karenanya, apabila pendidikan gagal dalam mewujudkan equality of
opportunity, maka hal itu akan berarti kegagalan dalam mengembangkan
potensi individu. -

d. Perspektif Marxist, sebagaimana diduga, perspektif ini sangat berbeda dengan
perspektif lainnya. Mereka melihat di dalam masyarakat yang kapitalis,
pembangunan sumber daya manusia merupakan proses reproduksi tenaga
kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menguasai tenaga kerja dan
faktor produksi. Kurikulum pendidikan menghasitkan tenaga kerja yang pasif,
taat (obedient), yang menerima struktur kekuasaan tanpa mempersoalkannya.
Konsep pengembangan sumber daya manusia, selama ini terdapat perbedaan

dan ketidaksamaan pengertian pengembangan sumber daya manusia diantara para
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pakar. Ketidaksamaan pengertian ini muncul sebagar akibat setiap negara mempunvai
pengertian yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Pengembangan sumber daya manusia pada suatu organisast akan melibatkan
berbagar faktor seperti : pendidikan dan pelatihan: perencanaan dan manajemen
karier; peningkatan kualitas produktivitas; serta peningkatan kesehatan dan keamanan
kerja. Sementara itu Klingner dan Nalbandian (2015) memasukkan pula taktor
motivasi kerja dan penilaian prestasi kerja sebagai aspek yang mencakup dalam
pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia sangat

penting kaitannya dengan menghilangkan kesenjangan antara kemampuan kerja dan

tuntutan tugas serta untuk menghadapi tugas sekarang dan maupun untuk menjawab

tantangan masa depan.

2. Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana
Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah
Kabupaten sehingga masyarakat tidak mengetaui sama sekali fungsi mereka sebagai
tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan
masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang
ada di Kampung Kenyam tersebut.

Scbagaimana yang dikatakan Arief (2014) dalam implementasi kebijakan
sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan cfektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan
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sebuah  keputusan harus mengetahui  apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus

mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para
aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi  kebijakan
sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para
implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika
dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi
kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.
Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kampung tarkait Pengelolaan
Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi
sebelumnya, dalam tahapan musrembang Kampung Pemerintah Kampung juga hanya
sekedar menyebutkan nominal Alokasi dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada

penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa,

bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam

setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

3. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan disini seringkali disamakan dengan kontrol atau monitoring, di
tahap i sangat diperlukan pengawasan oleh masyarakat dalam alokasi dana desa,
agar idak terjadi kecurangan maupun penyelewengan dana. Dalam kaitannya dengan
alokasi dana desa pengawasan ini dimaksud untuk memastikan pelaksanaan alokai

dana desa sudah tepat sasaran yang sesual dengan rencana atau tidak. lika melihat di
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lapangan pengawasan oleh masyarakat kampung Kenyam kurang mendapat akses.
Pengelola ADD di tingkat desa yaitu kepala Kampung PTPKD, dan bendahara
kampung. Sudah jelas disini tidak ada campur tangan masyarakat dalam mengawasi
alokasi dana desa, terlebih lagi yang menjadi PTPKD vaitu sekertaris kampung.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan alokasi dana desa ini
dapat dikatakan kurang baik, karena memang tidak ada pelaporan yang bisa diketahui
oleh masyarakat setempat, masyarakat hanya diajak dalam berpartisipasi dalam
penyusunan kebijakan pengelolahan dana desa saja, tidak sampai pada tahapan
pengawasan, begitu juga dengan proses laporan pertanggung jawaban. Jangankan
terkait pelaporan, masyarakat saja masih banyak yang tidak tahu tentang ADD dan
berapa besarnya ADD yang di dapat di Kampung Kenyam tersebut, yang mengetahui
hanya beberapa seseorang yang berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan
pengelolahan dana desa, tetapi mereka tidak banyak yang mensosialisasikan kepada
masyarakat secara luas.

Interaksi Aktor yang terjadi di Kampung Kenyam dalam alokasi dana desa
tergolong dinamis, tidak ada gesekan dimasyarakat, walaupun yang berperan penting
hanya segelintir elit kampung tetapi tidak ada konflik yang terjadi. Dengan
memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahami berbagai aktor
yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konscp dan konrteks aktor adaiah
sangat terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang akan dianalisis. Dalam
perspektif tormulast masalah kebijakan publik, maka aktor yang terlibat secara garis

besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar yaitu internal birokrasi dan
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eksternal birokrasi. Namun yang mempunvai peran utama di Kampung Kenvam
adalah internal birokrasi, yaitu perangkat kampung.

hka melhat hasil wawancara yang ditunjukkan dalam penvampaian data
terbukti bahwa sudah ada campur tangan darni masyarakat Kampung Kenyam, namun
masih kurang dalam hal pengawasan. Hanya segelintir elit kampung saja yang turut
andil dalam pengawawsan. Sedangkan idealnya partisipasi masyarakat harus ikut
berpartisipasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Meminjam
istitah Pressman dan Wildavsky yang melihat implementasi sebagai “interaksi antara
vpenetapan tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya” keduanya
menggarisbawahi 1mplementasi menyiratkan terbentuknya prosedur birokrasi yang
memadal untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan seakurat mungkin. Untuk
tujuan int, lembaga pelaksana harus mempunyai sumber daya yang cukup dan perlu
ada sistem hirarkis tanggung jawab dan kontrol yang jelas untuk mengawasi tindakan
pelaksana. Agar implementasi kebijakan alokasi dana desa tepat sasaran. Sedang
yang terjadi di Kampung Kenyam implementasi kebijakan alokasi dana desa masih

kurang dan. pembangunan yang ada terkadanng masih tumpang tindih dengan

program pemerintah kabupaten.
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4. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setizp tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan
pembangunan Kampung Kenyam masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses
tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan prinsip pengelolaan
dan tujuan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan Alokasi Dana. Desa dalam meningkatkan pembangunan di
Kampung Kenyam, dilakukan dengan tiga proses tahapan vaitu perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan
masth kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang Kampung sehingga
mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi
yang diperoleh masyarakat kampung sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi
dan pengawasan dari masyarakat kampung baik secara lembaga ataupun individu
dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi tersebut berdampak
pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam
meningkatkan. pembangunan di Kampung Kenyam Distrik Kenyam Kabupaten
Nduga.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan
oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat,
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serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan
sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyrakat baik secara lembaga maupun
individu dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab
tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa
adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang
terjads di desa.

Faktor-faktor penghambat diatas sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Thomas (2013) dengan judul penelitian Penegelolaan Alokasi Dana
desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan
Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa
Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai faktor internal yang
pada umumnya tergolong rendah, kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana
Tidung Bagian Keuangan masalah surat pertanggung jawaban (SPJ), sebenarnya

aturan tentang pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) tersebut sudah jelas.

4.4. Implementasi Hasil Penelitian

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan
suatu nuansa bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakatnya scndiri sesuar kondisi dan sosial budaya setempat.
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Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi vang
bermakna bahwa penyelengaraan Pemeritahan Desa harus mengakomodasi aspirasi
masyarakat vang darukulasi melalut Badan Permusyawaratan Desa/BMK  dan

Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemenntah desa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil  penelitian dan  pembahasan penelitian  Implementasi
Kebyakan Pengelolaan Dana Desa dan Tantangannya Bagi Sumberdaya Aparatur
Desa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pengelolahan dana desa kampung yang dilaksanakan dikampung
Kenyam sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Perataun Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014. Daiam perencanaan pengelolahan dana desa kampung
Kenyam pemenntah telah melakukan upaya untuk melibatkan berbagai pihak
dalam penyusunan kebijakan public tentang kebijakan alokasi dana desa, antara
lain ; Badan Musyawaratan Kampung dan tokoh-tokoh di kampung Kenyam.

2. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sudah 20 orang di tahun 2016, dan
sudah menunjukkan tingkat partisipasi sudah cukup tinggi.. Untuk tahun 2017
yang ditunjukkan dan kondisi yang hadir dan berpendapat hanya 45% untuk
kegiatan musrenbang 55% yang hadir dan berpendapat untuk pembahasan. Hasil
musyawarah pembangunan kampung pada tahun 2018 secara umum yaitu 84%
menyetwul  untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan  dan

pemeliharaan jalan tanah, pembangunan penangkap air hujan, namun peningkatan
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partistpasi tersebut tidak serta merta berbanding lurus dengan capaian yang di

inginkan.

Lo

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dana  dalam
meningkatkan pembangunan fistk di Kampung Kenyam masih kurang efektit,
dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disususn oleh pemerintah
Kampung Kenyam serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya
dilakukan bersama masyarakat Kampung Kenyam. Hal ini karena proses yang
tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum
sesual dengan pnnsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang
mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi
dan setiap- kegiatan pembangunan yang dilakukan, ditambah dengan faktor
sumber daya manuasia yang kurang memadahi untuk dapat menganhandle aspek
tersebut.

4. Faktor-faktor penghambat efektifitas pengelolaan dana kampung dalam

meningkatkan pembangunan di Kampung Kenyam yaitu :

a). Sumber Daya .Manusia (SDM), yang mana secara kualitas kemémpuan
sumber daya manusia masih belum memadai, terbukti dengan ketidak
mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan dana kampung dalam membuat
Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan
pihak ketiga yang bukan dan Tim pelakasana pengelolaan dana kampung dan

juga bukan merupakan bagian dan Perangkat Kampung Kenyam.
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b) Informasi, kurangnya informasi yang diperolch masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten schingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungst mereka
sebagar tim pengawas langsung dalam pengelolaan dana kampung, melainkan
masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya
pembangunan yang ada di Kampung Kenyam.

¢) Kurangnya pengawasan dari masyarakat sendiri dalam hal implementast dana
desa yang dilakukan. Masyarakat Kampung Kenyam disisi lain sudah
menunjukkan perhatiannya terhadap pengalokasihan dana desa, hal ini
ditunjukkan dan pertisipsi masyarakat saat Kampung Kenyam kengadakan
Musrenbang dalam penyusunan kebijakan pengalokasian dana desa supaya
efektif, akan tetapi memang factor sumber daya manusia menjadi kendala
utamanya.

¢) Partisipasi Masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana
kampung yang ada di Kampung Kenyam masih tergolong sangat rendah,

terbukti dari setiap tahapan pengelolaan dana kampung hampir tidak ada

keterlibatan masyarakat.

S5.2.Saran . .
Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam pengelolahan dana desa perlu ditingkatkan dengan keterlibatan

dan pihak masyarakat dan beberapa tokoh yang terlibat untuk memberikan
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kontribusi yang besar dalam menyusun kebnyakan perenancanaan pembangunan,
sehingga dapat menentukan skala prioritas pembangunan vang  langsung

dirasakan oleh warga kampung Kenyam.

o

Pada tahap pelaksanaan pembangunan perlu upaya meningkatkan partisipas
warga kampung sehingga implementasi kebijakan alokasi dana desa vang telah
disusun juga mehibatkan warga kampung untuk menyusun rencana srategis

kedepan untuk meningkatkan partisipasi warga kampung dalam pembangunan

dikampung Kenyam.

(V8]

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana pembangunan yang telah
dilaknsakan harus dilakukan oleh aparat pemerintah Kampung Kenyam sendin
dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana. Ter
Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pemerintah Kampung Kenyam
Distrik Kenyam Kabupaten Nduga perlunya meningkatkan kualitas Sumber Day? 7
Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola dana. Kemudian perlunya
transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan

dana sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemernintah kampung dalam

pengelolaan dana kampung dimasa mendatang.
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